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PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 24 TAHUN 2OL2

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAEMH

Menimbang : 4 .

PROVINSI GORONTALO

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa dalam menyelenggarakan urusan bidang kesehabn sebagai

salah satu urusan pemerintah daerah, provinsi gorontalo yang

bersifat wajib, dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang disusun

dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrcsi, sinkronisasi dan

simplikasi sefta komunikasi kelembagaan antarc pemerintah pusat

dan daerah;

bahwa Rumah Sakit adalah institusi ;relayanan kesehatan bagi

masyarakat dengan karateristik tersen<iiri yang dipengaruhi oleh

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemaiuan teknologi,

dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yanEl harus tetap mampu

meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh

masyarakat agar terwuj ud derajat kesehertan yang setinggi-tingginya

bahwa pemerintah provinsi gorontalo mendapat hibah dar:i

pemerintah kabupaten gorontalo berupa tanah dan bangun?n tdn!;

dijadikan rumah sakit provinsi dan sambil nlenunggu peraturarr

daerah berkaitan dengan pembentukan rumah sakit provinsi

Gorontalo diperlukan payung hukum dalam ber'tuk peraturarr

Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebragaimana dlimaksud pader

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk: Pera'[uran Gubernur

Gorontalo tentang Pembentukan Organi:;asi Dan Tata Kerja Rumah p
Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontaloi -J

b.

c.

d .
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Mengingat :  1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tenl6nq Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nornor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3014). Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Ner;ara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan l-embaran Republik

Indonesia Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Nlegara Reputtlik Indonesia

Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2.003 tentangr Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun '2004 tentang Penbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T,ahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia I ahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengarn Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keclua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daererh (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51), Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48++);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20'04 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pennerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ir-004 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 t(3ntanrJ Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2009 Nomor t4,

Tambahan Lembar Negara Republik Indon,esia Nomor 5;063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
'fahun 

2009 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); I
_J

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (,Lembraran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemtnran Negara

Republik Indonesia Nomor 523fl;

10. peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun :2003 t,sntan,g Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Peqawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun .1005 terntang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nlegara Reputtlik Indonesia

Nomor a578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot,a (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200",7 Nomor 8,7-, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);

MEMUTUSI(AN :

Mene'|apkan' 
TTl',ffl [ff:::lJ'il1ilil-=ffi:;::f[,'::ilff;I 

DAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2, Pemerintahan daerah adalah Penyelenggariaan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyia dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indcrnesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, ertau 'vValikota dan

Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo 

- 
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5. Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya clisebut DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah selragai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

7. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatetn p€rrorangan secara

paripurna yang menyediakan pelayanan ralvat inap, ravrat jalan, dan

gawat darurat.

BAB II

PEMBENTUI(AN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah

Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Rumah sakit adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur

pendukung pemer$ntah daerah yang dipimpin oleh sec)rang DireKur yang

berada di bawah dan beftanggung jawab keperda kepala daerah melalui

sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Rumah sakit mempunyai tugas :

a. melaksanakan rlpaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil

guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang di

lakukan secara serasi/ terpadu dengan upaya peningkatan dan

pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan; dan

b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar 
,;

pelayanan rumah sakit. ,__/
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Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Rumah Sakit memtrunvai fungsi :

a. pelayanan medis;

b. pelayanan penunjang medis dan non medis;

c. pelayanan dan asuhan perawatan;

d. pelayanan rujukan;

e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;

f. penelitian dan pengembangan;

g. pelayanan administrasi umum dan keuangan; dan

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 6

(1) StruKur Organisasi Rumah Sakit terdiri atas;

a. DireKur;

b. Wakil DireKur Administrasi dan Keuangan;

c. Wakil DireKur Pelayanan;

d. Bagian Administrasi dan Umum;

e. Bagian Program dan keuangan;

f. Bidang Pelayanan Medis ;
g. Bidang Pelayanan Keperawatan;

h. Bidang Pelayanan Penunjang;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Rumah Sakit sebagainrana dimaks;ud ayat (1)

tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur inri darr merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Wakil DireKur Administrasi dan Keuangan

Pasal 7

(1) Wakil DireKur Administrasi dan Keuangan terdiri dari :

a. Bagian Administrasi dan Umum;

b. Bagian Program dan Keuangan.
(2) Bagian Administrasi dan Umum membawahi:

a. Sub Bagian Sekretariat dan Humas;
)
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b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bagian Program dan keuangan :

a. Sub bagian Program;

b. Sub bagian Keuangan.

Bagian Ketiga

Wakil DireKur Pelayanan

Pasal 8

(1) Wakil DireKur Pelayanan terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Medis;

b. Bidang Pelayanan Keperawatan;

c. Bidang Pelayanan Penunjang.

(2) Bidang Pelayanan Medis membawahi ;

a. Seksi Pelayanan Medis;

b. Seksi Rekam Medis dan Sistem Informasi Rumahr Sakit:

(3) Bidang Pelayanan Keperawatan :

a. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;

b. Seksi Etika dan Pengembangan Mutru Keperawat,an.

(4) Bidang Pelayanan Penunjang

a. Seksi Penunjang Medis;

b. Seksi Penunjang Non Medis.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 9

Direktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tuga:; pemerintah

daerah dibidang pengelolaan dan pengembangan rumah sakit umum

daerah berdasarkan perundang-undangan untuk peningkatan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Direktur mempun)/ai fungsi :

a. merencanakan pengeloalan dan pengembangan rumah sakit sesuai
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas

unit; li
J
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b. merumuskan kebijakan teknis bidang perngelolaaan dan

pengembangan rumah sakit sesuai rencana irrduk dan ketr-'ntuan untuk

peningkatan kinerja;

c, menyusun prosedur kerja tetap rumah sait sesuai ketentuan sebagai

dasar pelaKanaan tugas unit;

d. mengorganisir kegitaran pengelaolaan, peng(:mbangan dan pelayanan

kesehatan di rumah sakit berdasarkan sistem, da prosedur kefia untuk

teftibnya pelaksanaan tugas unit;

e. mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang pengeloalaan dan

pelayanan kesehatan di rumah sakit secara rutin untuk peningkatan

pelayanan medis dan keperawatan

f. mengarahkan pelaksanaan sistem pengeloallaan dan pengembangan

rumah sakit secara proaKif dan inovatif untuk perningkatan kualitas

pelayanan kesehatan

g. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untull mengetahui

perkembangan pelaksanaan tugas

h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan

maupun teftulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut

i. melakukan tugas pembantuan dan tugas-tugas lain'yang diperintahkan

oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedua

Wakil DireKur Administrasi dan Keuangan

Pasal 11

Wakil DireKur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas dibidang

umum, kepegawaian, perencanaan, Humas dern pengelolaan keuangan

sesuai Petunjuk pelaksanaan/petunjuk tekhnis untuk preningkatan kinerja

rumah sakit.

Pasat 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Wakil DreKur Administrasi dan

Keuangan mempunyai fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Admisnitrilsi dan Keuangan

sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian,

perencanaan, Humas dan keuangan sesuai krebutuhan sebagai 
,,

pedoman pelaksanaan tugas; 
',1
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c. menghimpun data bidang umum, kepegawaian,perencanaan, Humas

dan keuangan sebagai dasar penyusunan rencana kerja;

d. menyusun rencana kerja bidang umum, kepegavr'aian,perencanaan,

Humas dan keuangan rumah sakit sebagai clasar penysLlnan rencana

kerla;

e. menyusun standar dan prosedur Administrasi dan keuerngan rumah

sakit sesuai kebutuhan untuk menjadi kebutuhan unit;

f. melakukan pembinaan tekhnis kegiatan umurn, l<epegawaian,

perencanaan, Humas dan keuangan rumah sakit secarer rutin untuk

peningkatan kinerja dan kualitas aparatur;

g.mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian,perencanaan, Humas

dan keuangan sesuai prosedur dan mekanismer untuk teftibnya

pelaksanaan tugas unit;

h. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan umum, l<epegawaian,

perencanaan, Humas dan keuangan secarer rutin untuk kelancaran

pelaksanaan tugas uniU

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baill secara lisan

maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan untuk tertibnya pelaksanaan

tugas;

k. melaksanakan tugas lain yang dperintal'rkan oleh ,ataan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga

Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 13

Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugers Administrasi dan Umum

sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk peninglratan kualitas

pelayanan Adminsitrasi dan Umum di rumah sakit.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Adminil;trasi dan Umum

mempunyai fungsi :

a. menyiapkan kebijakan tekhnis Bagian Administrasi dan umum sesuai

kebutuhan dan pedoman pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data pada bagian administrasi dan urnum di rumah sakit ,
sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 'l

8
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c. menyusun rencana kerja Bagian adminsitrasi dan Unrum di rumah sakit

sesuai kebutuhan untk menjadi program unifi

d. menyusun strategi dan pengembangan Bagian Admilrsitra:;i dan Umum

untuk menjadi program unit;

e. melakukan koordinasi tugas Bagian Admisnistrasi dan Urnum dengan

unit pelayanan fungsional (UPF) dan instalasi untuk kelancaran
pelayanan rumah sakiU

f. melakukan pembinaan, pengawasan dan e'yaluasi terhildap Bagian

adminsitrasi dan Umum di rumah sakit secarar rutin untuk peningkatan

kinerja unit;

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas keperda atasan secara lisan

maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan untuk terlibnyar pelaksnaan

tugas;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untuk kelancaran

tugas kedinasan.

Pasal 15

Sub Bagian Sekretariat dan Humas mempunyai tugas dibidan'g Sekretariat

dan Humas sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk terknis untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugasnya sub Bagianr sekretariat dan Humas
mempunyai fungsi :

a. menyiapkan kebijakan tekhnis dibidang sekretariat dan humas sesuai
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kefa sub bagian Sekretriat dan Humas rumah sakit
sesuai kebutuhan untk menjadi program unit;

c. menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;

d. mengkomunikasikan kebijakan rumah sakit melillui rnedia agar

diketahui oleh masyarakat;

e. melakukan pemberian layanan informasi kepada mas)/arakat dan
memantau opini publik tentang rumah sakit;

f. menjadi penghubung yang proaKif dalam mernjembatani kepentingan
rumah sakit dengan institusi lain;

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas keparca atasan secara lisan 
1,

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk; 'l
g  
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h' menyusun laporan pelaksanaan tugas secarit berkala serbagai bahan
evaluasi;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untuk kelancaran
tugas kedinasan.

Pasal 17

sub bagian umum dan kepegawaian mempun\/ai tugas penatausahaan
dibidang umum, perlengkapan, kepegawaian, diklat,hukum dan humas
sesuai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untul.l kelancaran tugas
unit

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugasnya sub bagian umum dan liepegawaian
mempunyai fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang umunr, pelrlengkapan,
kepegawaian, diklat, hukum dan humas sesuai kelbutuhan sebagai
dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kelbutuhan untuk meniadi
program unit;

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi dan kearsipan
berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan k:etatausahaan;

d. melaksanakan tugas pengelolaan kerumahtanggaan dan pr:rlengkapan
berdasarkan pedoman untuk teftibnya perlengkapan urnit;

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian dan diklat tlerdasarkan
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tenilbnya penataan
administrasi kepegawaian dan diklat;

t. melakukan tugas penanganan keamanan dan ketertiban secara
terpadu diwilayah rumah sakit

g. melakukan tugas dibidang hukum dan kehumasan di rumah sakiU
h. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis

untuk beroleh petunjuk;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengian kepala kepala sub
bidang /unit terkait merarui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan untul,l teftibnya pelaksanaan
tugas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkaler sebagai bahi
evaluasi; 
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l. melaksanakan tugas lain yang diperintahlkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan

Bagian Keempat

Bagian Program dan Keuangan

Pasal 19

Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas mralaksarnakan tugas

Bagian Program dan keuangan sesuai petunjuk pelilksan,aan/petunjuk

teknis untuk peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugasnya bagian program dan keuangan

mempunyai fungsi :

a. menghimpun kebijakan tekhnis bidang program dan keuangan sesuai

kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun dan Menyiapkan kebijakan tekhnis Bagian Program dan

keuangan sesuai kebutuhan dan pedoman pelaksanaan tugas;

c. menghimpun data pada bagian Program dan keuangan di rumah sakit

sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksaneran tugas;

d. menyusun rencana kerja Bagian Program dan keuanlpn di rumah sakit

sesuai kebutuhan untk menjadi program unit;

e. menyusun strategi dan pengembangan Bagian Program dan keuangan

untuk menjadi program unit;

f. melakukan koordinasi tugas Bagian Program dan Keuangan dengan

unit pelayanan fungsional (UPF) dan instalasi untuk kelancaran

pelayanan rumah sakifi

g. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Bagian

Program dan Keuangan di rumah sakit secara rutin untuk peningkatan

kinerja unit;

h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada ahrsan secara lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya
pelaksnaan tugas;

j. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untuk kelancaran 
D

tugas kedinasan. 
Jl
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Pasal 21

sub. Bagian Program mempunyai tugas pen)/usunan program sesuai
petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis untuk kelanr:aran pelaksanaan
tugas unit.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugasnya sub Bagian program mempunyai
fungsi :

a. menyiapkan kebijakan tekhnis penyusunan program dan laporan sesuai
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugils unit;

b. mengumpul data kegiatan rumah sakit melalaui unit terkait untuk
mengetahui jumlah kegiatannya;

c. mengelola dan menganalisis data kegiatan rumah sakit sesuai jenis
sebagai bahan penyusunan rencana ke{a;

d. menghimpun kebijakan tekhnis bidang pro,gram :;esuai kebutuhan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

e. menyusun rencana kerja rumah sakit sesuai kerbutuharn untuk menjadi
program unit;

f. melakukan monitoring program kerja rumah sarkit seciara belrkala untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan kegialan unit;

g. membuat laporan pelaksanaan program kerja rumahsakit secara
berkala sebagai bahan penilaian;

h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas keparJa atasan $ecara lisan
maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untuk kelancaran
tugas kedinasan.

Pasal 23
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dibidang keuangan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan untuk tertibnya adminsitrasi keuangan.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Keuangan mempunyai
fungsi :

a. menghimpun kebijakan tekhnis penatausahaan keuangan sesuai
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;;

b. menyiapkan kebijakan tekhnis penatausahaan kr:uangan sesuai I
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit; 

-l
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c. mengelola adminsitrasi keuangan sesuai p'edoman unlluk tertibnya
penggunaan anggaran;

d. meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggtaran berdasarkan
juklalVjuknis untuk proses pencairan;

e. menyusun laporan prognosis keuangan unit berdasarkan penggunaan

anggaran sebagai bahan peftanggungjawaban;

f. mengelola dan menganalisis data keuangan rumah sakil. sesuai jenis

sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
g. membuat laporan pengelolaan keuangan rumah serkit secara berkala

sebagai bahan penilaian;

h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan

maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untuk kelancaran
tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Wakil DireKur Pelayanan

Pasal 25

wakil DireKur Pelayanan mempunyai tugas dibidarrg penataan dan
pengelolaan prosedur pelayanan medis dan kepr:rawatan ses;uai petunjuk
pelaKanaan/petunjuk teknis untuk penigkatan knerja pelayanan rumah
sakit

Pasal 26
Dalam menyelenggarakan tugasnya, wakil Drektur pelayanarr mempunyai
fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang pelayanan dan keperawatan
sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelalksanaan tugas;

b. merumuskan kebijakan teknis dibidang prelayanan medik dasar
spesialistik, sub spesialistik, penunjang medis dan keperawatan sesuai
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagai diasar pelaksanaan

tugas;

c. menghimpun data bidang pelayanan dan kep,e6yy;t1un sesuai
kebutuhan sebagai dasar penyusunan rencana kerja;

d. menyusun rencana kerja pelayanan dan kerperawatan rumah sakit
sebagai dasar penysuunan rencana kerja,;

e. menyusun standar dan prosedur pelayanan dan keperaw,atan rumah ,f
sakit sesuai kebutuhan untuk menjadi kebutuhan unit; ,__l
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f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasarn bailK secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan unl.uk tertibnya pelaksanaan

tugas;

h. melaksanakan tugas lain yang dperintahkan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 27

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas dibidang pela'yanan medis
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk tr:knis untuk peningkatan

kualitas pelayanan medis di rumah sakit,

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang peleryanan Medis; mempunyai
fungsi :

a. menghimpun kebjakan teknis dibidang pelayanan kesehatan rumah
sakit sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelalksanaarn tugas;

b. menyusun rencana kerja pelayanan kesha'tan rumah sakit sesuai
kebutuhan untk menjadi progra unit;

c. merencanakan kebutuahn tenaga medis , penunjang medis, srana
prasarana medis dan logistik keperawatan sesuai ketentuan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas unit;

d. melakukan koordinasi tugas pelayanan crengan unit pelayanan
fungsional (uPF) dan instalasi untuk kelancaran pelayilnan rumah
sakiU

e. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan
kesehatan rumah sakit secara rutin untuk peningkatan kinerja unit;

f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atarsan riecara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan untuk teft:ibnya pelaksnaan
tugas;

h. melaksanakan tugas lain yang diperintakan ertasan untuk, kelancaran 
1

tugas kedinasan. 1
__)
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Pasal 29

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pelayanan medis sesuai
juklan/juknis untuk peningkatan mutu pelayanan medis di rumah sakit

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan tugasnya Seksi pelayanan Medi:; mempunyai
fungsi :

a. menyiapkan kebijakan teknis pelayanan medis sesuai kebutuhan

sebagai pedoman pelaksanan tugas;

b. menghimpun data pelayanan medis melalui tormat untuk mengetahui
perkembangan tugas pelayanan medis di rumah sakiU

c. menyusun rencana kerja pelayanan medis sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit;

d. menyusun dan mengembangkan standar peralatan, perayanan,
prosedur tetap dan manajemen pelayanan meldis;

e. mengembangkan mutu pelayanan medis di rumah saki!
f. menginventarisir kebutuhan untuk pengadaern peralatan medis yang

dibutuhkan untuk pelayanan pada instalasai rawat jalan, rawat inap
dan rawat darurat, rawat intensif dan bedah sentral;

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada ahsan secara lisan
maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

h. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untulk kelancaran
tugas kedinasan.

Pasal 31
seksi rekam Medis dan Informasi Rumah lsakit mempunyai tugas
pengelolaan sistem rekam medik sesai petunjuk pelaksnaan/petunjuk

teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 32
Dalam menyelenggarakan tugasnya seksi rekam Me<jis dern Informasi
Rumah Sakit mempunyai fungsi :

a. menyiapkan kebijakan teknis Rekam medik sesuai kebuturhan sebagai
pedoman pelaksanan tugas;

b. merumuskan dan merencanakan sistem rekam medik rumah sakit
seusai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan trugss;

c. menyusun rencana kerja pengelolaan sistem rel<am mediksesuai 
1

kebutuhan untuk menjadi program unit; t-J
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d. mengumpul, mengelola dan menganalsiis data sErtus pasien sesuai
jenis sebagai bahan penyajian hasil kegiatan rekam rnedik rumah sakit;

e. melakukan koordinasi sistem rekam medik rumah :;akit dengan unit
pelaksana tekhnis fungsional untuk teftib administrasi;

f. memberkan pembinaan tekhnis pelaksanaan pencatatan dan
pengelolaan sistem rekam medik rumah saki$

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan
maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

h. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atcrsan untuk
kelancarantugas kedinasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 33
Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyal tugas pelayanan dan
keperawatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/peturrjuk teknis untuk
peningkatan kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit

Pasal 34
Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang pelayanan l(eperawatan
mempunyai fungsi :

a. menghimpun kebjakan teknis dibidang keperarvatan rumah sakit sesuai
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugers;

b. menghimpun data dibidang keperawatan sesuai juknis untuk
mengetahui perkembangan pelayanan keperarruatan <Ji rurnah sakiU

c. menyusun rencana kerja keperawatan di ruma sakit sesuai kebutuhan
untuk menjadi program unit;

d. melakukan pengendalian jalannya organisasi dan aclministrasi bidang
keperawatan;

e. menyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan pelayanan
keperawatan sesuai dengan kebijaksanaan direKur rumah sakit;

f. memberikan bimbingan, petunjuk dan pernilaian keparda tenaga
perawat untuk peningkatan dan terpeliharanya mutu pelayanan
keperawatan secara paripurna;

g. melakukan program orientasi bagi pegawai baru dan proqram
bagi tenaga keperawatan di unit-unit pelayanan peranratan;

rotasi

.J
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h. memfasilitasi program pendidikan dan kegiatan lainterutama
pendidikan keperawatan yang membutuhkern rumah sakit sebagai
lapangan belajar;

i. melakukan koordinasi tugas pelayanan dengan unit pelayanan
fungsional (uPF) dan instarasi untuk kelan,caran pelayanan
keperawatan di rumah sakit;

j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan
maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan untuk tertibnya pelaksnaan
tugas;

l. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untul: kelancaran
tugas kedinasan.

Pasal 35
seksi Pelayanan Asuhan dan Keperawatan mernpunyai tugas pelayanan
dan asuhan keperawatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis untuk peningkatan kualitas pelayanan Asuhan kepr:rawatan di
rumah sakit.

Pasal 36
Dalam menyelenggarakan tugasnya seKi pelayanan Asuhan dan
Keperawatan mempunyai fungsi :
a. menghimpun kebjakan teknis dibidang pelayanan d,an asuhan

keperawatan rumah sakit sesuai kebutul-ran serbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data dibidang pelayanan dan asuhan keperawatan sesuai
juknis untuk mengetahui perkembangan pelayanan keperawatan di
rumah sakit;

c. menyusun rencana kerja pelayanan dan asuhan keperrawatan di ruma
sakit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

d. menyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan pelayanan dan
asuhan keperawatan sesuai dengan kebijak;anaan direltur rumah
sakiU

e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan dan asuhan keperawatan di rurnah saki!

f. melakukan koordinasi tugas pelayanan derngan unit pelayanan
fungsional (uPF) dan instarasi untuk kelancarran pelayanan 

I
keperawatan di rumah saki! J
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g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

h' melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untuk kelancaran
tugas kedinasan.

Pasal 37
seksi Etika dan pengembangan Mutu Keperalvatan mempunyai tugas
pembinaan Etika dan Mutu keperawatan berdersarkan petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk peningkatan kualitas pelayanan
keperawatan di rumah sakit.

Pasal 38
Dalam menyelenggarakan tugasnya seksi Etika clan pengemtrangan Mutu
Keperawatan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan kebjakan teknis dibidang pelayanan dan Asuhan

keperawatan rumah sakit sesuai kebutuhan sr:bagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kerja pembinaan etika dan mutu leperawatan
sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

c. mempersiapkan penyusunan prosedur tetap asufnn keperawatan
simbak;

d. melakukan pembinaan etika keperawatan dalarn pelak.sanaern tanggung
jawab dan tanggung gugat sesuai kode etik keperawatan;

e. memberikan pembinaan keperawatan sesuai prosedur tetap asuhan
keperawatan untuk peningkatan mutu pelayanern keperawatan;

f. melakukan evaluasi peraksanaan pembinaan et.ika dan mutu
keperawatan secara berkara untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secarc lisan maupun tertulis
untuk beroleh petunjuk;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas denginn kepala l<epala sub
bidang /unit terkait merarui rapat/pertemLran untuk penyatuan
pendapat;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untuk kelancaran 1
tugas kedinasan
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Bagian Kedelapan

Bidang pelayanan penunjang

Pasal 39
Bidang Pelayanan penunjang mempunyai
penunjang medis dan non medis sesuai
petunjuk teknis untuk peningkatan kualitas
rumah sakit.

tugas pengembangan

petunjuk pelaksanaan/
pelayanan pr:nunjang di

Pasal 40
Dalam menyerenggarakan tugasnya Bidang perayanan penunjang
mempunyai fungsi :
a. menyiapkan kebijakan tekhnis pengembangan penunJang rredis sesuai

kebutuhan sesuai pedoman pelaksanaan tugas;l
b. menghimpun data pelayanan penunjang teknis dibidang pelayanan

kesehatan rumah sakit sesuai kebutuhan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. menyusun rencana kerja pelayanan penunjang ruma sakit sesuai
kebutuhan untk menjadi program unifi

d. menyusun strategi dan pengembangan jabatan fungsional untuk
menjadi program unit;

e. melakukan koordinasi tugas pelayanan dengan unit pelayanan
fungsional (upF) dan instalasi untuk kelancaran pelayanan rumah
sakiU

f . melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi
penunjang kesehatan di rumah sakit secara rutin
kinerja unit;

g' mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepadia atasian s€rcara lisan
maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan untul< tertitrnya pelaksnaan
tugas;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untuk l<elancaran
tugas kedinasan.

Pasal 41
seksi Penunjang Medis mempunyai tugas pengrembangan penunjang
medis sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk perningkatan 1
kualitas pelayanan penunjang medis di rumah sakit 1

terhadap pelayanan

untuk peningkatan
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Pasal 42
Dalam menyelenggarakan tugasnya seksi penr.rnjang Medir; mempunyai
fungsi :

a. menyiapkan kebijakan tekhnis pengembangan penunjang medis sesuai
kebutuhan sesuai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data penunjang medis sesuai jenis untuk mengetahui
perkembangan pelayanan medis di rumah sakit;

c. menyusun rencana kerja seKi pelayanan medis rrumah sakit sesuai
kebutuhan untk menjadi program unit;

d. menyususn dan mengembangkan standar peratatan, pelayanan,
prosedur tetap dan manajemen pelayanan penunjang medis;

e. mengembangkan mutu pelayanan penunjang medis;
f. meninventarisir dan merencanakan kebutuhan untuk pengadaan

peralatan penunjang medik yang dibutuhkan pada pelayanan instalasi
radiologi,farmasi, rehabilitasi medik,laboratonium,permulasan jenazah
dan instalasi gizi;

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atersan secara lisan
maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sehagai bahan
evaluasi;

i. melaksanakan tugas lain yang diperintakan atasan untuk kelancaran
tugas kedinasan.

Pasal 43
seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas pengelolaan sarana,
peralatan medis dan logistik sesuai petunjuk pelalksanaan/petunjuk
teknis untuk peningkatan kualitas pelayarran pr:nunjang ncln medis di
rumah sakit.

Pasal 44
Dalam menyelenggarakan tugasnya seksi F,enunjarng lrlon Medis
mempunyai fungsi :

a. menyiapkan kebijakan tekhnis pengelolaan sarana peralatarr medis dan
logistik sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun prosedur tetap pendayagunaan dan pemeliharaan peralatan
berdasarkan kebijakan rumah sakit;

c. menghimpun data sarana, peralatan medis dan logistik sesuai jenis I
untuk mengetahuijumlah dan perkembanganny,a; \
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d. menyusun rencana ke{a seksi penunjang non medis rumah sakit
sesuai kebutuhan untk menjadi program unit;

e. menyususn dan mengembangkan standar peralatan,, pelayanan,
prosedur tetap dan manajemen pelayanan penunjang meclis;

f. mengembangkan mutu pelayanan penunjang medis;
g. meninventarisir dan merencanakan kebutuhan untuk pengadaan

peralatan yang dibutuhkan pada pelayana irrstalasi peralvatan sarana
rumah sakit (Ips-RS) , instalasi perawatan peralatan medis , central
sterilisasi system, laundry, pengolahan limbah dan sarnitasi;

h. mengkonsultasikan peraksanaan tugas kepada atirsan secara risan
maupun teftulis untuk beroleh petunjuk;

i. menyusun faporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi;

j. melaksanakan tugas lain yang diperintakan ,atasan untuk kelancaran
tugas kedinasan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45
(1) Pada rumah sakit dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesueri dengan bidang tenaga
fungsional masing-masing baik keahrian maupun r<ebutuhan sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas mrelaKanakan
sebagian tugas rumah sakit sesuai dengan ke,ahlian dan kelbutuhan.

Pasal 46
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang t.enaga fungsional
senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab
kepada Direktur.

(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ertas kelompok dan sub t
kelompok sesuai kebutuhan q

I
J
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(4) Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan berrJasarkan sifat,
jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanerkan s;esuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERIA

Panl47
(1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan rumah sakit mempunyai

hubungan koordinatif, koperatif, dan fungsional dengan Dinas
Kesehatan.

(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit mempunyai
hubungan jaringan dengan rumah sakit lainnya.

Pasal 48
(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lirrgkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah
sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dc'ngan peraturan
perundang-undangan.

(3) setiap pimpinan satuan organisasi beftanggurng jawab mr-,mimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan sefta petunjuk-petunjuk bagi peraksana tugas
bawahannya.

Pasal 49
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan L
menyiapkan laporan berkala tepat pada wa6unya. tll

J
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(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diorah dan dipergr.rnakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk mernberilcan petunjuk
kepada bawahan.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-rnasing kepiada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula l<epada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubr.rngan kerja.

(4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan orgarrisasi dibantu
oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib rnengadakan rapat
berkala.

BAB VIII

ESELONERING

Pasal 50
(1) DireKur adalah jabatan eselon II b.
(2) Wakil Direktur adalah Jabatan eselon III a
(3) Kepala Bagian dan Kepara Bidang adarah jabatan III b
(4) Kepala sub. Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan eselcrn IV a

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 51
(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Eraerah atas usut

sekretaris Daerah provinsi sesuai peraturan perundang-unrcangan.
(2) Pejabat-pejabat lainnya di l ingkungan Rumah Sakit diangkat dan

diberhentikan sesuai peraturan perundang-urrdangan.

BAB X

PEMBIAYMN

Pasal 52

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Grlbernur ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah provinsi ,
Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanglgal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahrcan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daram Eerita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR i?4,
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